BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan

Selama beberapa decade ini, Demokrasi sedang mengalami kemunduran.
Prinsip-prinsip demokrasi mulai rontok pada beberapa negara. Hal ini menjadi
gejala global. Demokrasi di Amerika Serikat, Hugaria, Rusia, Turki, dan
sebagainya, mengalami turbulensi. Negara-negara di Asia Tenggara juga dinilai
cenderung otoriter. Demokrasi Indonesia, dalam beberapa kajian, dianggap sedang

mengalami kemunduran demokrasi.

Ada banyak hal yang menyebab kemunduran demokrasi di Indonesia.
Kemunduran demokrasi terjadi karena keterlibatan militer dalam kehidupan sipil
beberapa tahun belakangan. Oligarki yang semakin kuat merontokan prinsip-
prinsip demokrasi. Isu politik identitas dan populisme yang berhembus kencang
dalam pemilihan umum juga turut mempengaruhi kemunduran demokrasi.
Hilangnya beberapa independensi beberapa lembaga negara semakin memperparah

kemunduran demokrasi di Indonesia.

Waburton dan Aspinall menilai bahwa ada tiga penyebab kemunduran
demokrasi di Indonesia, yakni aktor, sturktur, dan pengabaian masyarakat. Aktor
memainkan peran penting dalam merontokan prinsip-prinsip demokrasi. Aktor
politik tidak mempunyai komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi. Pada saat yang
sama, strukutur otoritarian Soeharto sepertinya masih diwariskan sampai rezim
reformasi. Hal ini kemudian diperparah dengan pengabaian masyarakat terhadap

nilai-nilai demokrasi.

Namun, bagaimana aktor politik bisa terus melanggengkan atau
mewariskan rezim otoritarian di Indonesia? Kim Lane Scheppele menawarkan
perspektif baru untuk bagaimana kemunduran demokrasi bisa terjadi di Indonesia.
Kim Lane Scheppele menawarkan perspektif “legalisme otokrasi” untuk bisa

memahami kemunduran demokrasi di Indonesia.

Kim Lane Scheppele tidak memberikan definisi yang final tentang

legalisme otokrasi. Legalisme otokrasi, baginya, adalah praktik atau mekanisme
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legal yang digunakan untuk menghancurkan hak sipil dan politik. Praktik legalisme
otokrasi ini menghancurkan dua segmen penting dalam demokrasi, yakni hak sipil
dan politik. Pengkisan hak sipil dan politik ini dilakukan secara legal, melalui
hukum. Atas dasar itu, praktik legalisme otokrasi mempunyai kecendrungan untuk

menciptakan kemunduran demokrasi.

Praktik legalisme otokrasi, menurut Kim Lane Scheppele, bermula dari
elected political leader yang terpilih dalam pemilihan umum. Selanjutnya, elected
political leader ini akan memanfatkan hukum untuk melakukan perubahan-
perubahan dalam kerangka otokrasi. Untuk memuluskan ini, elected political leader
akan memperlemah lembaga-lembaga negara lain. Parlemen diperlemah melalui
dominasi. Kemudian lembaga yudikatif juga diperlemah. Semua hal ini bertujuan
untuk memperbesar kekuasaan eksekutif dan memperlemah proses check and
balance dan menciptkan penumpukan kekuasan pada elected political leader.
Proses penumpukan ini dilakukan secara perlahan, melalui mekanisme hukum yang

legal.

Praktik Legalisme otokrasi ini juga turut menciptakan kemunduran
demokrasi di Indonesia. Praktik legalisme otokrasi membatasi hak sipil dan hak
politik. Penulis menemukan bahwa praktik legalisme otokrasi di Indonesia bisa
ditemukan dalam beberapa segmen hak sipil dan politik. Praktik legalisme otokrasi
bisa ditemukan proses pemilu beberapa tahun belakangan, pembatasan kebebasan
berbicara dan berpendapat, pengengakangan Pers, pelemahan oposisi, kegagalan

fungsi pemerintahan, dan minimnya partisipasi politik.

Praktik legalisme otokrasi bisa ditemukan dalam proses pemilu. Sejak 2014,
pemilu di Indonesia diwarnai oleh polarisasi, yang disebabkan oleh populisme.
Dengan berkaca pada penelitian Defbry Margiansyah, pemimpin populis cenderung
otokriter. Pemilu di Indonesia telah melahirkan elected political leader, yang dalam

perspektif Kim Lane Scheppele, mempunyai kecenderung otokrasi.

Kecenderung otokrasi ini kemudian muncul dalam pelemahan oposisi.
Dominasi koalisi pemerintahan di Parlemen menciptkan pelemahan check and
balance. Praktik legalisme otokrasi selalu berusaha memperlemah check and

balance untuk memperlancar tujuan-tujuan otoritarian. Tanpa pengawasan ketat
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dari parlemen, pemerintah bisa “melegalkan” tujuan-tujuan otoritarian yang

menciptakan kemunduran demokrasi.

Salah satu buktinya adalah pembatasan kebebasan berbicara, berpendapat,
dan berorganisasi. UU No. 16 tahun 2017 bisa membatasi kebebasan masyarakat
dalam berorganisasi. Produk hukum ini bersifat karet karena bisa digunakan untuk
mengekang kebebasan berserikat. KUHP dan KUHAP yang baru juga membatasi
kebebasan berbicara dan berpendapat dengan melarang kritik atas pejabat

pemerintah.

Selain itu, pembungkaman Pers juga menandai praktik legalisme otokrasi.
Pembungkam Pers tidak dilakukan melalui intimidasi dan pembredelan.
Pembungkaman Pers dilakukan dengan pengendalian Pers. Kolongmerasi media
dan UU ITE mempunyai indikasi pengendalian media. Kolongmerasi media dan
UU ITE menumpulkan independensi dan daya kritis media. akibatnya, jurnalis
dibayang-bayang dengan tekanan hukum dan media hanya menjadi alat politik

pemilik media.

Praktik legalisme otokrasi juga muncul dalam fungsi pemerintahan. Fungsi
pemerintahan berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi dan tuntutan
akuntabilitas-transparansi. Sayangnya, fungsi pemerintahan di Indonesia gagal
melakukan pemberantasan korupsi. Ia juga tidak menjamin transparansi dalam
pembuatan hukum. kegagalan pemberantasan korupsi dilakukan melalui
mekanisme legalisme otokrasi, di mana lembaga anti-korupsi dikendalikan untuk

kepentingan politik.

Ironisnya, kegagalan fungsi pemerintahan ini tidak diiringi dengan menutup
partisipasi publik. Pemerintah sering menggunakan narasi “antek asing” untuk
mendelegitimasi kritikan. Pemerintah tampaknya tidak memahami kritikan sebagai
bentuk partisipasi publik. Pemerintah tidak menggunakan kekerasan dan intimidasi
untuk meredam kritik. Sebaliknya, kritik dilawan dengan menggunakan narasi
“antek asing, seolah-olah semua bentuk kritik dimotivasi oleh kepentingan asing.

Hal ini menunjukkan praktik legalisme otokrasi yang menutup partisipasi publik.
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Dengan demikian, kemuduran demokrasi di Indonesia terjadi karena praktik
legalisme otokrasi. Praktik legalisme otokrasi merusak kredibilitas pemilu,
melemahkan oposisi, membungkam Pers, menginjak-ijak kebebasan berbicara dan
berorganisasi, mengagalkan fungsi pemerintahan, dan menutup ruang partisipasi

publik.
4.2 Saran

Dalam rangka menpertegas demokrasi sekaligus menangkal kecendrungan
otokrasi di Indonesia, penulis mengajukan beberapa saran. Pertama, penguatan
masyarakat sipil. Pemilu 2014, 2019, dan 2024 harus menjadi pelajaran bahwa
pemilu bisa mejadi sarana masuknya seorang pemimpin yang menjalankan praktik-
praktik legalisme otokrasi. Atas dasar itu, masyarakat harus mempunyai kejelian

politik untuk bisa mengenali pemimpin populis yang cenderung otoriter.

Selain itu, Partisipasi masyarakat tidak berhenti pada pemilihan umum.
partisipasi masyarakat juga semakin penting dalam mengawasi berjalannya
pemerintahan. Masyarakat harus berani membentuk gerakan untuk melawan

pembatasan dan pelanggaran atas hak sipil dan politik masyarakat.

Kedua, peran aktif perguruan tinggi. Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa
dan kampus mempunyai andil dalam meruntuhkan rezim otokrasi. Rezim otokrasi
Soekarno, yang diperhalus dengan demokrasi terpimpin, runtuh melalui
demonstrasi mahasiswa. Otokrasi selanjutnya, rezim Soeharto, juga diruntuhkan
oleh demonstrasi mahasiswa. Artinya, mahasiswa mempunyai peran besar dalam
mengokohkan demokrasi di Indonesia. Mahasiswa menjadi kelompok terdepan
untuk meruntuhkan otokrasi dan menegakan demokrasi. Oleh karena itu, peran
kritis mahasiswa dituntut kembali pada zaman reformasi ini, untuk mengembalikan

demokrasi di Indonesia.
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